lembaga yang menegakkan kode etik yang bersifat fungsional
tertutup. Keadaan inilah yang rentan membuat lembaga tersebut
menjadi tertekan dan tentunya kurang bebas dalam melaksanakan
tugas-tugasnya. Akibatnya, proses penegakan kode etik itu tidak
dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka
kepada publik.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada serta berkaitan dengan

kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran saya sebagai

berikut:

1. Untuk mengurangi konflik di internal MKD, perlu dilakukan
perombakan total. MKD hendaknya melibatkan pihak-pihak lain
diluar anggota MKD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang
berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif.
Sehingga MKD mampu berperan tidak hanya sekadar menjadi
lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPR melainkan juga
menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.

2. Perlu adanya keterbukaan publik dengan memberitakan atau
menyampaikan putusan-putusan pelanggaran yang sudah
berkekuatan hukum tetap, terutama pada pelanggaran dengan
sanksi berat agar masyarakat dapat menilai lebih jauh mengenai
pelaksanaan kode etik MKD sekaligus untuk mendorong percepatan

peran dalam meningkatkan sistem kode etik.
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